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ncang Anggaran Tahun 2017

: i Dalam perubahan draf restra tuhan |dana,bidang' pendidikan
Perki aka‘n itu, Di ‘ars); Pendidikan (Dis- menengah nanti mencapai Rp
kebutuhan dana dik) memasang kebutuhan 15miliaqr."‘Sudahk1ta ubah draf
; anggaran pendidikan menen- restranya. Meman_g awalnya.
gah SMA/SMK sekitar Rp 15 kita t adakan kpgglatap pen-
mene gah miliar| Semula, dalam draf didika menenanga ‘,taplseka;
renstrd yang disusun Disdik rang tetap l.(lt%‘ﬁ( qgramkan,
Buleleng, program kegiatan kata | disdik Buleleng I Gede
bidang|p ndlidika'n menengah .Suﬁ;ls ; dikonf;pni'dsi;Mlnggu :

SMA/SMK sudah ditiadakan. ((24/7). Al
Langkah ini menyusul kebija- = Birokrat asal Desa/Kecama-
SINGARAJA, NusaBali - kan pemerintah pusat, dimana tan Tejakulaini menegaskan, pe-
Pemkab Buleleng memastikan bidang jpendidikan menengah rubahan drafrestra yang kembali
tetap memasan;al kasi kebu-  §MA/SMK sudah diambil alih cantumkan program kegiatan

~ tuhan dana bidang pendidikan  oleh provinsi di tahun 2017. bidang pendidikan menengah

menengah SMA/SMK, pasca Namun karena pelimpahan SMA/SMK, karena ada Permend-

belum pastinya pelimpahan kewengdngan itu belum jelas, < lagri 31 Tahun 2016, tentang

kewenangan ke Pemprav Bali. Disdikpora Buleleng akhirnya pedoman penyusunan APBD

Kepastian itu setelah Dinas Pen-  putuskan tetap alokasikan dana  untuk tahun anggaran 2017.

L4

| didikan Kabupaten Buleleng kegiatan bidang pendidikan Perme dagri 31 Tahun 2016
mengubah draf rencana kerja menengah SMA/SMK untuk itu menyebutkan, penyusunan
(renstra) untuk tahun 2017. tahun 2017. Perkirakan kebu- Ail}l) hun 2017 berpedoman

i ada Peraturan Pemerintah (PP)  jumlah SMA/SMK yang ada itu,

omor 38 Tahun 2007, tentang  diperkirakan keb ituhan angga-
empagian urusan pemerin- ran pendidika ga sebesar Rp
| h antara pusat, proviinsi, dan- 15 miliar. Dana t rsebut untuk
abupaten/kota. Sesu i PP 38 operasional, engdaan ATK,

ahun 2007 itu, kewgnangan . pembangunan fisik dan lainnya.
idang pendidikan mgenengah “Biasanya, kita me apat alokasi

asih berada dikabupaten/kota. dana pendidikan menengah itu |
“Sebenarnya tidak ada per: oalan  di bawah asumsi '&1 5 miliar”
agi kita, karena tinggal memas- " imbuhnya. LAl
ikkan program kegiatdn dalam Rencana pengal han‘ke-_
f draf restra. Dan kita sudah revisi wenangan pendidikan me-

draf restra itu, nanti dari draf ~nengah SMA/SMK semestinya
iﬂu kembali ada pembahasan,” * sudah tuntas 2 Oktober 2016
ungkap Suyasa. | ini. Apalagi proses verifikasi

Mantan Kabag Humas dan personil, pendanaan, prasarana {
Protokol Pemkab Buleleng ini . dan dokumen (P'Bp);,;ari ren-

menygbut, di Buleleng ada 27 cana pengalihan te't ut sudah
pendidikan menengaH negeri selesai disusun. Pengalihan itu
terdiri dari 16 SMA negeri, dan  tinggal pembuatan berita acara
11 SMK Negeri tersebar| di sem- pelimpahan dari kabupaten/
bilan kecamatan yang afda, Dari  kota ke provinsi. @& k}g |

4 B8

Edisi  : sonp, 257 Elr‘ 206
Hal Sy | L]




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

yang regulasi, dimana target keun-
rnyata  tungan setahun yang biasanya
»bagai  disetorkan tigabulans
patan asli daerah (PAD) tahun 2015 target l;Tun ungan 1

nemasuki APBD Peruba-  setahun itu baru bisa/ disetor di
1un 2016. Badan Anggaran  tahun berikutnya. “Ini karena ada
ir) DPRD Buleleng pun  perubahan skema setoran, jadi

tanyakan setoran keun- target keuntlmgan dit
| tersebut. e baru bisa disetor di tahu
euntungan yang beluni dise-  Sebelum tahun 2015,
rsebut terungkap etika  setoran setiap tri wulan, dan i

sudah ki laksanakan ] e' bah
- skema berdas ar p 1

BKP" tel;angnya t(:

Lebih lanjut di
lasi yang baru juga mengt
ada pemeriksaan dari a untan
publik yang ditup]%ﬂ Pemkab,
sebelum keuntungan disetor pada
tahun berikutnya. querlksaan
akuntan publik itu untuk memas-
tikan besaran keuntungan yang

diperoleh oleh sebuah BUMD.
“Setelah ada audit dari akuntan
publik, baru kita bisa setor keun-
tungan itu. Dari audit itu akan ke-

- gan yang harus disetor; Se

ikan tu . hasil audit akuntan p blik
“Ka aq}i libi ; irnya  keluar,’ jelas Satwikayad:
ka "“'m nj#di temuan BPK, dan ~ PD Pasarpada 201 ‘
ditarget setor keuntungan ke kas
daerah : ebagiP D sebesz

Hanya saja, saat ini masil
unggu hasil audit dar
n. publik. & k19 i
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| i an yang akan di-
penksa ujar sumber NusaBali di

‘ mungkinan nanti seluruh
| a Dewan yang ikut dalam
~ jalahan dinas saat itu akan
* iksa,” beber sumber tadi.
| aan terhadap mantan
Dewan ini dilakukan
pada pemeriksaan saksi
ya, didugaadaaliran
uang yang ke saku mereka. Mark
a tiket dan akomodasi lain-
penyidik ke]aksaan erka nya dalam perjalanan dinas yang
perjalanan dinas tahun 2013. 1an Setwan DPRD Denpasar
Mereka masing-masing I Ketut dan piliak travel juga diduga men-
Nuada (dari Fraksi Demokrat), galirkeanggota Dewan.
AA Susruta Ngurah Putra (Fraksi Nahj hasil mark up inilah yang
Demokrat), I Ketut Saputra  kabarnya kembali dibagikan ke- . gk‘at Kerja Daerah (SKPD)
Denpasar dan perjalanan
! j DPRD' Denpasar
i il un 2013. Pemeriksaan ini .-
f | |1 ‘ kan temuan BPK
’ ' perjalanan dinas tidak wajar ):,ang
| | 1] mencapai Rp500juta.
| | [ 1] ‘Dari petunjuk awal inilah, -
‘ y| ik kejaksaan kemudian
‘ il rrlxengemhangkan ;msus
3 Penyelidikan yang awalnya
! | “#‘ fokusqlgxasatu perjalanan
| | as saja, mengembang menjadi
| | perjalan dglasyang
tahun 2013. Dari
il penyelidikan, ditemukan

n Tata Usaha

liar tahun 2013,

tif Di.pe"r

' (dari F raksi Demokrat), I HJm Oka
Mahendra (dari Fraksi Golkar), I

Tamayasa (dari Fraksi

ar, | Nyoman Juana, juga

telah diperiksa. Nyoman Juana
DPRD Kota Denpasar 2009-2014,

um | Ketut Darsa.

DENPASAR, NusaBali
Kejaksaan Negeri (| anD ;

| Denpasar terus kemb. |
r kan kasus dugaan korubp
perjalanan dinas DPRD |
Denpasar senilai Rp 1

menyeret mantan
£ Pelaksana Teknis Kegiata n
, | (PPTK),1Gusti Made Pa

56, sebagai tersangka. Sz

uang saku berkisar

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

: (25/7) ini.

i

5 talan |
jal

satunya, memeriksa kembali

tiga mantan anggm‘a DPRD | Selain mereka, satu pe]abat
Denpasar 2009-201 yapgi

duduk lagi sebagai anggota | M‘Tﬂ ke Hal- 15 Kolom 1

pe

kﬁd Hari Ini

pada anggota Dewan sebagai uang
‘jajan’. Padahal, selama mengi-
kuti perjalanan dinas tahun 2013,
‘anggota Dewan sudah menerima
antaraRp 3
juta sampai Rp 5 juta per orang,
wterga:gtng jabatannya di DPRD
Denpasar. “Jadi, anggota Dewan
juga keupratan uang hasil mark
up ini. Selain itu, kalau anggota
Dewan idak teken ( ndatangan)

P Seain, 25 Juli 20

.L-kzm(gfl

eberapa penyimpangan dalam
perjalanan dinas yang dilakukan
Denpasar selama setahun.

dlsébm ada km

Dewan32014-2019.§emn




‘- P
Jsana
Den

sangl_(a

buat penyidik kejaksa
ada keterlibatan peja
. nya, khususnya di
F DPRD Kota Denpasar;,

kasus ini. “Pasti|ada

batan pejabat lainnya

‘ tidak mungkml me

korupsi ini sendirian

' sumber di kejaksaan,
‘kemarin.

Bukan hanya

gota DPRD Denpasa

at Dewan (Setwal

I (21/7) malar

a BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

n)eb?oskan Pe]ab tPelaik-
is| Kegiatan (PPTK)|Pemkot
asar yang baru pensiu
Made Patra, 56, ke sel tahanan, Ka

, Kejaksaan Negeri ( xlge- '
jari) Denpasar kembah memb d)&

an yakin
bat lain-

keratriat

dalam

lakukan
)" jelas
]umat

anl an ang-

r 2009-

2014 dan pejabat di Sekre
yang dibi-

dik penyidik kejaks
kasus perjalanan dina
_erlibatan travel yz

terkait
ini. Ket-

untuk mengakomodasi per-

jalanan dinas ang
Denpasar tahun 2
dibidik.
Saatini, penyid
terus mendalami
mantan anggota
pasar 2009-2014
sudah ada 5 man

nyidik t terkait kas perj

ylka a mark up
dan akomodasi la:
per}alanan di

i

yangkabﬂmnya ﬁ?
kan kepada ang;
sebagﬁf jap’.

dinas tahun 2013. P

dari hasil pemeriksaz

dllakukan terhadap| sa
ebelumnyad, dik

nyta’g

keterli- J
Karena

.yang

< % DPRD
;ilﬂuana .
Nyom n Juana merupakan
~ mantan ajudan Ketua PRD
~ Kota

i dan H

inas o

I Gusti

< _mya dalam kasug d

Mantan An ggota DPRD DenpasarTga

sampai Rp 5 juta per orang, ter-
gantung jabatannya di DPRD
Denpasar. “Jadi, anggota De-
wanj
mark up ini. Selain itu, kalau
anggota Dewan tidak teken (ta-
ndatarlgan), kan uangnya tidak
bisa calir,” jelas sumber tadi.
Adalpun 5 mantan anggota
DPRD |Denpasar 2009-2014

dik kejaksaan terkait kasus

- perjalanan dinas tahun 2013

Fraksi| Demokrat), A Shs-
ruta Ngurah Putra (Fraksi De-
mokrat), I Ketut Arya Saputra
(dari Fraksi Demokrat), dan I
Putu Oka Mahendra (dari Frak-
si Golkar), | Nyoman Tamayasa
(dan Fraksi Indonesia Raya). |
Selajn mereka, staf Setwan
npasar, | Nyoman
ul telah diperiksa.

adalah | Keﬁut Nuada (dari

enpasar 2009-2014,
almarhiim I Ketut Darsa. “se-

‘lanjutnya, masih ada anggota

Dewan|yang akan menjalani

- pemeriksaan dalam kasus ini,”

katany4d. i |

Sementara itu, Kasi Intel
as Kejari, Denﬁasar,_
Syahrir Sagir, juga menegaskan
pihaknya akan menyeret selu-
ruh pihak yang diduga terlibat

~dalam Kasus perjalanan dinas

v  anggo DPRDDenpasartahun

~ kami pr
Dewan sudah menerima uang  gir saat

1 saku berkisar antara Rp 3 juta
$ -

t Syahrir, Sagir,
pemenksaan

* DPRD D npasarlalnnya “Yang

uayang terlxbat%
bses,” tegas Syahrir Sa—
dikonfirmasi NusaBali
secara terpisah.<

- pastise

|
|
|
|

Bl korupsi perjala
_ pasar senilai Rp 1
| Sasaran bidik beBi
- mantan anggota
2014, yangdidugai
J hasnl korup51 da

si f:/ang dihimpun NusaBali

a kecipratan uang hasil

lah diperiksa penyi- .

n dinas DP }Z

ya diarahkan ke
PRD Denpasar 2009-

perjalanan dinas.

jari Denpasa Jumat
apm kot

psi perjala-

ta DPRD Denpasar

- o1 (2 ) .
b dlk dinas angj
' tah n 2013 yang telah menyerat IGM
‘ . Parta sebagai tensadgka ini dipastikan
akan terus b
rta diketahui’
trasi biasa, namun per ya menjabat
' sebagai PPTK dalar
anggota DPRD Den hsar tahun 2013.
Melihat posisi IGM Parta yang se-
]atmya hg\ya sebagél staf biasa, mem-

njut. Apalagi, IGM Pa-
jm kan staf adminis-

jalanan dinas

 Besambung ke Hal- 15 Kolom 5
ut Dibidik

Sebelumnya, kuasa hukum
tersangka IGM Patra, Made
Rinata, menyatakan klien-
nya hanya menjabat sebagai

staf administrasi saat itu per-
jalanan dinas terjadi tahun

'2013. Karena itu, Made Rinata

saan juga memproses pihak
lain yang terlibat. “Klien kami
juga tidak pernah meneri-
ma dang apa pun dari hasil
korupSI ini,” tandas Rinata
usai mendampingi tersangka

eimn'iz agar penyidik kejak-

" IGM Patra diperiksa di Kan-

tor Kejari Denpasar sebelum
dian dijebloskan ke LP
okan, Kecamatan kuta
UtaJ , Badung, Kamis malam.
lam kasus ini, penyidik
kejaksaan awalnya meneliti
berkas-berkas soal perjalan-
an dinas yang dilakukan Sat-
uan Perangkat Kerja Daerah-
(SKPD) Pemkot Denpasar dan
perjalanan dinas anggota DP-
RD Denpasar tahun 2013.
Pemeriksaan ini berdasarkan

temuan BPK terkait perjalanan
dmaﬁ}fldak wajar yang menca-

pai Rp 500 juta.,”
etunjuk awal inilah,
penyldlﬁ( kemksaan kemu-
dian berhasil mengembang-
n kasus ini. Penyelidikan
yang awalnya hanya fokus di
satu perjalanan dinas saja,
menke ibang menjadi selu-
ruh perjalanan d}nps yang
dilakukan tahun 2013. Dari
hasil penyelidikan, ditemukan
beberapq penyimpangan dalam
perjalanan dinas yang dilakukan
DPRD Denpas selamasetahun.
Bahkan, disebutkan ada keru-

gian ne semIaer 1 miliar
dalam’é\i{as ini. & rez
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'DENPASAR, NusaBali

Jumat (22/7) yang ber

a BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

HUT Adyéksa

,;;Darl Uang

Jaksa Penuntut Umum (JPU)
kasus dugaan korupsi pen-
gadaan lahan kampus Ur
versitas Pendidikan Ganesha
(Undiksha) Singaraja
ima uang pengganti kerugian
negara dari
sebesar Rp 3,7

dengan Hari Bha
ke-56. |

gatakan sudah
uang pengembaliah kerugian
negara dua dari | ma |terpi-

oleh ma]ells haki
lan Tlplkol‘ Del

melaldi rekening PNBP

. (Pendapatan Negara Bukan

Pajak) kejaksaan. Dengan

pengembalian ini juga dipas-
tikan jiKa kasus korupsi mark f
‘up pengadaan lahan FKOP

Undiksha di Jineng Dalem
incraht (berkekuatan hukum
tetap). {Kasus untuk kelima

terpidana sudah incraht,”-

bebernya. Seperti diketahui,
lima terdakwa kasus korupsi
pengadaan lahan Undiksha
Singaraja divonis sama, yaitu

"1 tahun penjara
Kelimla terpidana tersebut,

yaitu Wayan Suarsa (Ketua -
Panitia Fengadaan Lahan) dan

- Nyoman Mustiara (pemilik
- tanah dan makelar), IG Putu

Sugiwanatha (Kabag Peren-
canaan Undiksha), I Nengah

‘Nawa (Kepala Desa Jineng
- Dalem) serta Dewa Komang

Indra (makelar tanah).
Dalan kasus ini kelima ter-

 pidana tglah melakukan atau
_ turut serta melakukan per-

Juli 7ol

Dikado Rp 3,7 Miliar_

Pengemuallan Koruptor Kasn.rs Undlksha

buatan melawan hukum, mem-
Ferkgya iri sendiri atau orang

ain atau suatu korporasi se-
_cara bersama-sama yang dapat
merugikan keuangan negara
dalam pengadaan tamh untuk
pembanguna kampus FOK
Undiksha tahun 2010 di Desa
]men%&a]em , Buleleng. Ketiga
~terdakwa diduga melakukan

- mark up harga dari harga Rp

6,5 juta per are menjadi Rp 18
juta per are.

' Bahwa akibat perbuatan
terdqp( ‘a telah merugikan
keuangarn negara Rp 3,7 miliar.
Perbuatan terdakwa diancam
pasal 2 ayat (1) jo pasal 18
UU no 31/tahun 1999 tentang
pemberantasan Tld]kor seb-
agaimana telah diubah UU no
20 tahun 2001 ttg UU yang;
sama| 0 pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo pasal 64 KUHP. Sedan-=.
gkan dalam dakwaan submde&
para terdakwa diancam dalam
pasal 3 jo pasal 18 UU yang
sama.farez | |
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Geredeg dan Kep

* Dalam asus Dugaan

DENPASAR, NusaBali |
Selain kepala p ek dari
Adhi Karya, Parno [Tris [Hadiono
yangdxtahan d:i’n kasus korupsi
pipanisasi Karangasem, masih
ada dua tersangka lhinnya dalam
kasus ini yang bellim diproses,
yaitu mantan Bupatj Karangasem

[ Wayan Geredeg dah kepona

nya, Ni Kadek Nopjyanti. Malah

beredar kabar jika dua te:
ini diselamatkan ol¢h penyidik.
Informasi yang dihimpun, un-
tuk tersangka Geregleg kabarnya
sudah ada SP3 (Surat Perintah
Penghent:an Penyldik n) g

lalu. Sementara untul

gantungditahap P-]

dan kepohsmn, béber [sumber

pada, Jumat (22/7).

D1]elaskannya, u tﬁk tersang-

dan Tata Usah

‘saat itujia m

a BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

menyebu
rangasé¢m dug periode ini tid.
terlibal dalam kasus korupsi
pipanisasi yanglsudah memvonis
tiga terfakwa, Sementara untuk
iyanti berkasnya sudah P-19,
tapi masih bolak-balik karenaada
perbedpan persepsi antara pe-
nyidik Kkepolisian dan kejaksaan.
Pihak kepolisian menganggap
Nopiyafti terlibat, karena lalai’

ntan Bu Qtl Ka-

ka Geredeg p;nyldlk kqpolismm

‘saat m&abat sebagai konsultan

pengawjas proyek itu.

Namun versi kejaksaan, Nopi--

yanti tida b isa dijerat karena

Peg wa Negeri Sipil) dan

: If( engawas ndaksah."Ma"kanya
ber

ashya masih bolak-balik

sampai sekarang,’ beber sum-.

ber. Kasi Penuntutan Kejati Bali,
Wayan $uardi yang dikonfirm

2k ‘Eiﬁ’“

Ahal

berstatus CPNS'

asi.

Pad
sudah

< penyidik k
sebelumnya, penyidik

pernah menerima SPDP

(Surat Perintah Dimulainya Penyi-

e

untuk tersangka Geredeg.
pi unt?k SP3 kami be-

lum ter ma, )arnya singkat.

' Semen gka Nopi-
yanti, Suardi menga masih
menunggu penyidik kejaksaan
memenuhi petunjuk aksaan
"-Un!ﬂlk opiyanti m tahap -
P-19/" tegasnya. Dalam Kasus ini

pekerjaan konstruksi jaringan

para tersangka diduga melakukan
% pidana korupsi terhadap

air bersih di empat kecamatan
di Karangasem yang menggu-

nakan

BD Karangasem tahun

2009-2 0‘semlal Rp 29 miliar.
i dan
r terbentang

mengatakan sudah mendengar sepan]ang 60 km yang meliputi
soal SP3ite Geredegdalam ~ Kecamatan Abang, Karangasem,
kasus pipanisasi Karangasem lY[angg]span Kubu@srez




